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ABSTRAK 

Jika status KKB tidak ditetapkan sebagai kelompok terorisme maka tindakan hukum yang 

dilakukan tidak bisa disamakan dengan menindak terorisme, KKB hanya dianggap sebagai 

kriminal biasa yang tidak bisa diberantas seperti memberantas teroris, oleh karena itu, untuk 

menindak secara benar sebagai teroris maka pemerintah perlu mengkaji dan menetapkan 

status KKB menjadi kelompok organisasi yang terlarang. Tujuan penelitian ini ialah untuk 

mengetahui dan menganalisis Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Papua 

Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional. Jenis penelitian ini ialah 

penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan 

hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek 

hukum dari perubahan status KKB menjadi terorisme dilihat dari ketentuan Pasal 28 G ayat 

(1) karena perbuatannya menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan yang dapat 

dipersamakan dengan perbjuatan teroris. Dan perbuatan KKB yang menimbulkan ancaman 

bagi warga negara telah memenuhi unsur-unsur perbutan terorisme yang tertuang dalam 

Pasal 1 ayat UU terorisme. Begitu dengan rencana aksi nasional pemerintah untuk 

memberantas setap perbuatan yang mengarah pada perbuatan terorisme, sehingga aspek 

hukumnya terpenuhi untuk menetapkan status KKB menjadi terorisme. Perbuatan KKB 

keamanan dan kedaulatan negara, penyelesaian konflik dan keadilan sosial, 

pengaruh terhadap hubungan pusat dan daerah, stabilitas politik dan keamanan, 

pengaruh terhadap warga sipil. 

Kata Kunci: KKB, perubahan status, terorisme,  

 

PENDAHULUAN 

Kelompok Kriminal Bersenjata yang selanjutnya disebut KKB adalah kelompok 

orang yang melakukan tindakan kriminal secara terbuka terhadap orang lain 

khususnya pada aparat TNI dan Polri yang menjalankan tugas di daerah Papua. 
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Kelompok ini memiliki perlengkapan senjata api yang dapat dikatakan cukup 

komplit dan dalam jumlah yang banyak. 

Fakta yang terjadi, bahwa KKB tidak hanya menyerang masyarakat sipil tetapi 

hanya menyerang TNI dan Polri, namun belum diketahui secara jelas alasan kenapa 

hanya menyerang TNI dan Polri, berdasarkan data sementara yang diperoleh dari 

artikel maupun media sosial, KKB menyerang TNI dan Polri karena ada dendam atas 

pembunuhan keluarga yang terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM).  

Penyerangan yang dilakukan KKB bersifat masif dan terus memakan korban, 

sehingga perlu dilakukan upaya represif atau tindakan yang dapat menghentikan 

gerakan KKB. Perbuatan yang dilakukan oleh KKB secara jelas mengganggu 

keamanan dan ketertiban dalam negeri karena menimbulkan keresahan, 

ketidaknyamanan, dan terus menimbulkan ancaman. 

Dalam artikel yang diterbitkan oleh kompas.com disebutkan bahwa KKB sudah 

ada sejak 1965an dan merupakan bagian dari OPM yang masih terus menerus 

melakukan teror dan serangan kepada masyarakat sipil maupun TNI-Polri. 

(https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/17/130000679/sejarah-munculnya-kkb-

papua) atas serangan yang dilakukan secara masif ini banyak korban yang sudah 

gugur, sehingga pemerintah dan institusi yang berwenang perlu menanggapi secara 

serius agar dihentikan serangannya dan dibekukan organisasinya. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengirimkan TNI dan Polri 

untuk mengehentikan sudah sering dilakukan namun belum dapat menghentikan 

gerakan KKB sehingga seolah KKB masih bebas berberak dan masih terus melakukan 

teror kepada masyarakat sipil maupun TNI-Polri. 

Adanya KKB tentunya menghambat upaya pemerintah dalam melaksanakan 

program nasional yaitu pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia 

karena KKB kerap kali melakukan penyerangan pada para pekerja yang mengerjakan 

proyek nasional di Papua, selain itu ancaman yang ditimbulkan oleh KKB juga 

menghambat tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Tentunya bila 

https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/17/130000679/sejarah-munculnya-kkb-papua
https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/17/130000679/sejarah-munculnya-kkb-papua


Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 12 (2024), e-ISSN 2963-590X | Hermawan et al. 

 

13215 
 

dilihat dari aspek hukum maka ancaman KKB bertentangan dengan ketentuan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena manusia 

tumbuh dan berkembang tergantung pada lingkungan dimana dia hidup, Manusia  

tergantung  akan dinamika kehidupan lingkungan. Ketika lingkungan tumbuh 

kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk 

kehidupan manusia.(Ridwan H. et al., 2024) 

Untuk menanggai scara serius pemerintah perlu menetapkan status KKB 

sebagai organisasi yang terlarang yang mengancam keselamatan masyarakat dan 

mengancam keutuhan NKRI. Perubahan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) 

Papua menjadi kelompok teroris merupakan isu yang kompleks dan menjadi 

perhatian serius dalam konteks kebijakan keamanan nasional Indonesia. Papua, 

dengan segala dinamika sosial, politik, dan budaya, sejak lama menghadapi 

tantangan berupa kelompok-kelompok separatis yang berusaha melepaskan diri dari 

NKRI. Kelompok ini, yang selama ini dikenal dengan sebutan KKB, beroperasi di 

daerah-daerah yang sebagian besar terisolasi, dengan dukungan dan perlawanan 

yang bersifat sporadis terhadap pemerintah pusat. 

Beberapa pendapat ahli menyebutkan bahwa KKB dapat ditetapkan statusnya 

sebagai teroris sepeti yang diungkap oleh Mahfud MD bahwa setiap gerakan yang 

mengancam keselamatan bangsa dan negara dan direncanakan, bersifat 

menggerakkan, dan terorganisir dapat dinyatakan gerakan terorisme. 

Persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Papua merupakan 

persoalan hukum yang terjadi secara kontinyu atau terus menerus.Gautama, et al., 

2024) Dalam perspektif kepentingan nasional, kebijakan ini menjadi penting untuk 

menegaskan eksistensi negara sebagai penjaga kedamaian, persatuan, dan integritas 

wilayah. Oleh karena itu, label teroris diberikan dengan harapan untuk memperjelas 

posisi KKB dalam struktur ancaman terhadap negara dan menegakkan aturan hukum 

yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan yang mengancam kedaulatan NKRI. 

Namun, perubahan status ini menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, 

pemerintah beranggapan bahwa penetapan status teroris adalah langkah yang 
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diperlukan untuk menangani kelompok-kelompok yang sudah tidak hanya 

melakukan perlawanan bersenjata, tetapi juga terlibat dalam aksi-aksi teror yang 

menyasar masyarakat dan infrastruktur negara. Di sisi lain, ada pandangan bahwa 

kebijakan ini justru berpotensi memperburuk ketegangan etnis dan sosial di Papua, 

serta dapat menyulitkan upaya-upaya damai dan dialog antara pemerintah dengan 

kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi lebih besar untuk 

Papua. Polri merupakan institusi yang perlu berperan aktif, Polri bertanggung jawab 

untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan   yang  aman   dan  tertib  dalam  

kehidupan   masyarakat   saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024) 

Jika status KKB tidak ditetapkan sebagai kelompok terorisme maka tindakan 

hukum yang dilakukan tidak bisa disamakan dengan menindak terorisme, KKB 

hanya dianggap sebagai kriminal biasa yang tidak bisa diberantas seperti 

memberantas teroris, oleh karena itu, untuk menindak secara benar sebagai teroris 

maka pemerintah perlu mengkaji dan menetapkan status KKB menjadi kelompok 

organisasi yang terlarang. 

Oleh karena itu tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis 

Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menjadi Terorisme 

Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional. Guna menemukan suatu hasil 

penelitian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya dalam bidang 

pengembangan ilmu hukum. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian orang lain yaitu pada objek 

penelitian, objek penelitian ini ialah perubahan status KKB Papua menjadi Terorisme 

yang belum ditemukan kesamaan secara detail dari penelitian orang lain.  

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian digunakan agar peneliti memiliki kerangka penelitian yang 

ilmiah sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian juga menunjukkan hasil yang 

ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Penelitian menggunakan metode 
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pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau norma, kaidah, dan asas-

asas.(Paren et al., 2023) 

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang 

menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, 

dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan 

analisis. Objek penelitian ini ialah perubahan status KKB Papua menjadi Terorisme, 

sehingga yang dikaji ialah peraturan perundangan yang mengatur tentang terorisme 

(UU Terorisme), perbuatan kriminal (KUHP), dan ancaman keutuhan negara. 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan 

perundangundangan (statute approach).(Farida Apriliandy et al., n.d.) penulis juga 

memerlukan data lapangan yang diperoleh dari wawancara tidak langsung dari hasil 

tentang fakta-fakta yang terjadi di Papua. 

Penelitian  menggunakan  metode  analisis  secara  dekriptif  analisis  yaitu  data 

yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  obsevasi,  maupun  melelui  kepustakaan 

disajikan  dalam  bentuk  deskripsi lalu  dianalisis,  hasil  analisis  ditarik  sebagai  

suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024) 

Jenis penelitian yang digunakan dalamm penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

jenis penelitian yangg sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-

peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagaii hukum positif dan bertujuan untuk 

memahami penerapan norma-norma hukum terhadap faktafakta. Jenis penelitian 

yang digunakan dalamm penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yangg 

sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat 

ini berlaku sebagaii hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan 

norma-norma hukum terhadap faktafakta.(Jopie Gilalo, 2017) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aspek Hukum Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua 

Menjadi Terorisme 

Untuk menetapkan status KKB menjadi terorisme perlu ada pengkajian atau 

telaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terorisme. Beberapa 

peraturan yang dapat dikaji yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD 1945) 

UUD 1945 merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia dan merupakan UU yang paling tinggi. Dan menjadi norma 

paling tinggi. Tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme 

tetapi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang terorisme, karena dalam 

Pasal 28G ayat (1) disebutkan, bahwa setiap orang "berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang Indonesia harus bebas 

dari rasa aman yang muncul dari tindakan yang dilakukan oleh KKB, tentunya 

perbuatan yang dilakukan oleh KKB menimbulkan ancaman kepada masyarakat 

sehingga masyarakat merasa tidak aman dan terancam. 

Sehingga perbuatan KKB bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan 

konstitusi negara Indonesia, oleh karena itu setiap perbuatan yang berentangan 

dengan konstitusi harus diberantas yaitu terorisme. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut UU terorisme 

menjadi salah satu peraturan perundangan yang perlu didalami untuk memahami 

perbuatan atau tindakan KKB sebagai perbuatan atau tindakan terorisme. Hal ini 

karena dalam peraturan perundang-undangan dikenal asas lex specialis de rogat legi 
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generaly yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang 

mengatur secara khusus tentang suatu persoalan atau suatu objek maka peraturan 

itulah yang dipakai sebagai rujukan. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme merupakan salah satu regulasi utama yang dikeluarkan pemerintah untuk 

meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme. Undang-undang ini memberikan 

landasan hukum yang kuat untuk tindakan pencegahan dan penindakan terorisme, 

serta mengatur berbagai aspek terkait dengan penguatan kapasitas aparat penegak 

hukum, termasuk Korps Brimob Polri.(Prasetyo et al., 2024) 

UU Terorisme tentunya menjadi UU yang bersifat khusus karena hanya 

mengatur tentang terorisme sehingga untuk menetapkan status KKB sebagai 

terorisme maka rujukannya ialah UU terorisme. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) didefinisikan Terorisme adalah perbuatan yang 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror 

atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, 

dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang 

strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif 

ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 

Dari defenisi tersebut perlu ditarik beberapa point penting dari defenisi tersebut 

yaitu: 

- Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

- Yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. 

- Dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. 

- Menimbulkan kehancuran pada objek vital nasional yang strategis. 

- Menimbulkan kehancuran pada lingkungan hidup. 

- Menimbulkan kehancuran pada fasilitas publik. 

- Menimbulkan kehancuran pada fasilitas internasional dengan motif ideologi, 

politik, dan keamanan. 
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Perbuatan KKB yang secara jelas dapat memenuhi unsur-unsur dalam definisi 

tersebut ialah karena perbuatannya menggunakan kekerasan, dan mengancam, 

perbuatannya itu menimbulkan suasana teror atau rasa takut, serta perbuatan KKB 

menimbulkan korban dalam jumlah yang banyak, dan mengganggu stabilitas politik 

dalam negeri. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UU terorisme dapat 

dinyatakan terpenuhi sehingga perbuatan KKB dapat disamakan dengan perbuatan 

terorisme. Menurut Mahfud MD seorang ahli hukum bahwa perbuatan KKB sudah 

dapat dipersamakan dengan perbuatan terorisme karena perbuatannya memenuhi 

unsur-unsur sebagaimana termuat dalam UU terorisme. 

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan 

dengan sengaja melakukan kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan 

memenuhi unsur sebagaimana termuat dalam UU terorisme maka dikenakan pidana 

penjara 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati. Sehingga pada pelaku atau 

KKB dapat ditindak sesuai dengan ketentuan UU terorisme. 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan 

Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 

Pemerintah menetapkan rencana aksi nasional untuk melakukan pencegahan 

terhadap perbuatan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada perbuatan 

terorisme.  

Melalui peraturan ini pemerintah dan seluruh institusi terkait berkomitmen 

untuk memberantas segala bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara 

yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan konstitusi. Segala bentuk 

ancaman  terhadap kutuhan negara dan keselamatan rakyat Indonesia maka diaggap 

sebagai perbuatan ekstrimis yang dapat mengarah pada perbuatan terorisme. 

Dalam peraturan ini pemerintah berencana menggalang kekuatan untuk 

menangani secara tuntas setiap aksi yang ekstrimis yang datang dari kelompok 

kriminal yang mengarah pada terorisme. Di samping itu, dalam perkembangan 
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teknologi yang luar biasa cepat,(Juardi, 2018) membuat pelaku semakin berkembang 

dalam bentuk yang lebih luas. 

Dari ketentuan peraturan perundangan di atas, perbuatan KKB dapat 

memenuhi asas legalitas karena perbuatannya sudah diatur dalam perbuatannya 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dipersamakan dengan 

terorisme sehingga penanganannyapun sama dengan menangani teroris. 

 

 

 

Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme 

Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional 

Ancaman yang ditimbulkan dari KKB bukan hanya mengancam masyarakat di 

wilayah Papua tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban nasional sehingga 

pemerintah perlu menanggapinya secara serius dan memberikan status yang jelas 

terhadap KKB. Karena apabila disebutkan sebagai KKB maka tidak dapat ditindak 

sesuai dengan tindak pidana teroris, karena belum ada peraturan perundangan yang 

mengatur secara khusus tentang KKB. Berikut ini beberapa hal yang perlu dianalisis 

untuk memberikan status KKB menjadi terorisme dalam sudut kepentingan nasional. 

1. Keamanan dan Kedaulatan Negara 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI adalah negara 

hukum yang perlu menjamin keamanan dan keselamatan bagi warga negara. 

Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta ditegaskan 

dalam Pasal 28G ayat (1) setiap orang harus bebas dari rasa takut, sehingga 

negara harus menjamin keamanan dan keselamatan setiap orang itu.  

Selain itu KKB juga mengancam kedaulatan negara karena mencoba 

menyerang warga sipil, TNI dan Polri yang bertujuan untuk menundukkan 

negara terhadap kemauannya untuk merdeka. Karena KKB merupakan bagian 
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dari kelompok OPM yang sudah lama mengimpikan kemerdekaan Papua 

seperti Papua Nugini. 

2. Penyelesaian Konflik dan Keadilan Sosial 

Perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan setiap konflik yang 

terjadi dalam negara khususnya yang ditimbulkan dari KKB sehingga dengan 

menetapkan status KKB menjadi terorisme maka dapat selesaikan berdasarkan 

UU terorisme. Selain itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

menyelesaikan konflik dalam negeri untuk mewujudkan keamanan dan 

ketertiban dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. 

3. Pengaruh terhadap Hubungan Pusat dan Daerah 

Penindakan terhadap KKB perlu dilakukan untuk untuk menjaga kelancaran 

hubungan pusat dan daerah jika tidak terselesikan konflik yang ditimbulkan 

oleh KKB maka stabilitas hubungan pemerintah pusat dan daerah akan 

semakin renggang, dapat memutuskan kontrol pemerintah terhadap daerah 

khususnya di wilayah Papua. 

4. Stabilitas Politik dan Keamanan 

Hubungan politik pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang perlu 

dijaga dan dirawat oleh perintah pusat dan daerah perlu terjalin dengan baik 

sehingga kepentingan nasional dapat berjalan baik pada setiap daerah di 

wilayah NKRI. Hal ini tentunya perlu dilihat dari aspek keamanan yang ada 

pada tiap wilayah sehingga politik perlu dijaga. KKB yang mengancam 

keamanan negara akan mempengaruhi politik nasional. 

5. Pengaruh terhadap Warga Sipil 

Tindakan yang ditimbulkan oleh KKB berpengaruh pada warga sipil terutama 

terhadap keamanan sehingga menyebabkan gangguan pada kativitas warga 

sipil menjadi terganggu, apabila aktivitas terganggau dapat berdampak pada 

pendapatan yang dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam 

mewujudkan kesejahteraan umum. 
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Masyarakat perlu memahami bahwa perbuatan KKB merupakan perbuatan 

yang terus muncul sebagai suatu perubahan dan tantangan terhadap 

pembangunan  Seiring majunya pembangunan di berbagai bidang, terutama 

pembangunan di bidang  hukum  di  Indonesia,  maka  semakin  tinggi  tingkat  

kesadaran  masyarakat Indonesia  akan  pentingnya  hukum.(Remen et al., 2018) 

Menetapkan KKB sebagai teroris merupakan wewenang pemerintah untuk 

menetapkan status atau lebel kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak 

pidana. Hal ini untuk mewujudkan negara yang bebas dari gangguan keamanan 

dan keteriban agar negara dapat kemaslahatan bagi umat atau rakyat yang dalam 

Islam disebut maqashid syariah.(Yumarni & Rumatiga, 2024) 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Aspek hukum dari perubahan status KKB menjadi terorisme dilihat dari 

ketentuan Pasal 28 G ayat (1) karena perbuatannya menimbulkan rasa takut 

dan mengancam keselamatan yang dapat dipersamakan dengan perbjuatan 

teroris. Dan perbuatan KKB yang menimbulkan ancaman bagi warga negara 

telah memenuhi unsur-unsur perbutan terorisme yang tertuang dalam Pasal 1 

ayat UU terorisme. Begitu dengan rencana aksi nasional pemerintah untuk 

memberantas setap perbuatan yang mengarah pada perbuatan terorisme, 

sehingga aspek hukumnya terpenuhi untuk menetapkan status KKB menjadi 

terorisme. 

2. KKB juga mengancam kedaulatan negara karena mencoba menyerang warga 

sipil, TNI dan Polri yang bertujuan untuk menundukkan negara terhadap 

kemauannya untuk merdeka. Perlu adanya peran pemerintah dalam 

menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam negara khususnya yang 

ditimbulkan dari KKB sehingga dengan menetapkan status KKB menjadi 

terorisme maka dapat selesaikan berdasarkan UU terorisme. Penindakan 
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terhadap KKB perlu dilakukan untuk untuk menjaga kelancaran hubungan 

pusat dan daerah jika tidak terselesikan konflik yang ditimbulkan oleh KKB. 

Hubungan politik pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang perlu 

dijaga dan dirawat oleh perintah pusat dan daerah perlu terjalin dengan baik. 

Tindakan yang ditimbulkan oleh KKB berpengaruh pada warga sipil terutama 

terhadap keamanan sehingga menyebabkan gangguan pada kativitas warga 

sipil menjadi terganggu. 
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